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ABSTRAK 
Saat ini Indonesia menganut sistem presidensial untuk pemerintahannya. 
Pelaksanaan ini tentu tidak luput dari tiga pembagian kekuasaan atau biasa disebut 
dengan trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif) yang lekat dengan sistem 
presidensial. Sayangnya, praktik presidensial di Indonesia hanya baru terjadi pada 
pengembangan sistem. Dalam pelaksanaanya, peran presiden semakin kalah dan 
lemah dibandingkan dengan DPR selaku legislatif. Bahkan pembagian tiga 
kekuasaan pun tidak absolut seperti trias politica, tetapi terbagi kedalam empat 
pembagian kekuasaan. 
 
Kata kunci: sistem presidensial; trias politica; sistem pemerintahan 
 
ABSTRACT 
Currently Indonesia adopts a presidential system for its government. This 
implementation certainly did not escape from the three power divisions or trias 
politica (legislative, executive, judicative) attached to the presidential system. 
Unfortunately, presidential practice in Indonesia has only occurred in system 
development. In the implementation, the role of the president is getting lost and 
weak compared to the DPR as the legislature. Even the division of three powers is 
not absolute like trias politica, but is divided into four power-sharing. 
 
Keywords: presidential system; trias politica; governmental system 
 
 
PENDAHULUAN 
Konstitusi dengan jelas 
menegaskan ciri-ciri sistem 
presidensial yang dianut oleh 
Indonesia. Akan tetapi, kondisi 
pemerintahan Indonesia saat ini 
memunculkan pertanyaan mengenai 
sistem pemerintahan yang dianut oleh 
Indonesia. Biarpun banyak sistem yang 
dikembangkan berdasarkan sistem 
presidensial, seperti misalnya 
pemilihan umum, Indonesia juga masih 
menganut beebrapa corak parlementer, 
seperti sistem multipartai. 
Menggabungkan aspek 
presidensial dengan parlementer 
sebenarnya dapat menimbulkan 
masalah. Masalah yang mungkin 
muncul dari penggabungan ini ialah 
mengenai siapa yang memegang 
kekuasaan, bila dalam sistem 
presidensial sangat jelas presiden 
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sebagai pemegang kekuasaan, tentu 
berbeda dengan sistem parlementer 
yang dimana pemegang kekuasaan ada 
parlemen (dalam hal ini Dewan 
Perwakilan Rakyat).  
Sistem presidensil erat 
berhubungan dengan trias politica 
(legislatif, eksekutif, yudikatif). 
Pembagian kekuasaan inilah yang saat 
ini semakin bias dalam pemerintahan 
Indonesia. Maka dari itu, dalam tulisan 
ini saya ingin membahas mengenai : (1) 
Bagaimana pelaksanaan sistem 
presidensial di Indoensia? Untuk 
membantu menjawab pertanyaan 
diatas, maka tulisan ini akan 
menggunakan konsep sistem 
presidensial dan teori pembagian 
kekuasaan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ada empat ciri yang 
menggambarkan sistem presidensial 
menurut S.L Witman dan J.J  Wuest 
dalam (Syafiie, 2011): 
1. It is based upon the separation 
of power principles.  
2. The executive has no power to 
disolve the legislature nor must 
be resign when he loses the 
supp of the majority of its 
membership.  
3. There is no mutual 
responsibility between the 
president and his cabinet, the 
latter is, wholly responsible to 
the chief executive.  
4. The executive is chosen by the 
electorate 
Dengan demikian menurut S.L. 
Witman dan J.J Wuest ciri-ciri dari 
sistem presidensial adalah sebagai 
berikut: 
1. Hal tersebut berdasarkan atas 
prinsip-prinsip pemisahan 
kekuasaan. 
2. Eksekutif tidak mempunyai 
kekuasaan untuk membubarkan 
parlemen juga tidak perlu 
berhenti sewaktu kehilangan 
dukungan dari mayoritas 
anggota parlemen. 
3. Dalam hal ini tidak ada 
tanggung jawab yang 
berbalasan antara presiden dan 
kabinetnya, karena pada 
akhirnya seluruh tanggung 
jawab sama sekali tertuju pada 
presiden (sebagai kepala 
pemerintahan). 
4. Presiden dipilih langsung oleh 
para pemilih. 
Dari uraian diatas, maka dapat 
dikemukakan beberapa ciri-ciri sistem 
pemerintahan presidensial, yaitu: 
1. Presiden sebagai kepala negara 
dan sebagai kepala 
pemerintahan 
2. Presiden tidak dipilih oleh 
badan perwakilan tetapi oleh 
dewan pemilih dan belakangan 
peranan dewan pemilih tidak 
tampak lagi sehingga dipilih 
oleh rakyat 
3. Presiden berkedudukan sama 
dengan legislatif 
4. Kabinet dibentuk oleh Presiden, 
sehingga kabinet 
bertanggungjawab kepada 
presiden 
5. Presiden tidak dapat dijatuhkan 
oleh badan legislatif, begitupun 
sebaliknya Presiden tidak dapat 
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan       ISSN 2442-5958 
      E-ISSN 2540-8674 
Vol.4, No.2, Oktober 2018 
Doi: 10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx 
249 
 
membubarkan badan legislatif. 
Menurut (Sarundajang, 2012), 
sistem pemerintahan presidensial 
memiliki kelebihan yaitu pemerintahan 
yang dijalankan oleh eksekutif berjalan 
relatif stabil dan sesuai dengan batas 
waktu yang telah diatur dan ditetapkan 
dalam konstitusi. Sedangkan 
kelemahan dari sistem pemerintahan 
presidensial adalah setiap kebijakan 
pemerintahan yang diambil merupakan 
bargaining position antara pihak 
legislatif dan eksekutif yang berarti 
terjadi pengutamaan sikap representatif 
– elitis dan bukan partisipatif – populis. 
Sistem pemerintahan presidensial 
memisahkan kekuasaan yang tegas 
antara lembaga Eksekutif, Legislatif 
dan Yudikatif, sehingga antara yang 
satu dengan yang lain seharusnya tidak 
dapat saling mempengaruhi. Menteri-
menteri tidak bertanggungjawab 
kepada Legislatif, tetapi 
bertanggungjawab kepada Presiden 
yang memilih dan mengangkatnya, 
sehingga menteri-menteri tersebut 
dapat diberhentikan oleh presiden tanpa 
persetujuan badan legislatif.  
Pemisahan kekuasaan antara 
legislatif, eksekutif, yudikatif biasa kita 
sebut sebagai trias politica. Menurut 
Montesquieu, ajaran Trias Politica 
dikatakan bahwa dalam tiap 
pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) 
jenis kekuasaan yang tidak dapat 
dipegang oleh satu tangan saja, 
melainkan harus masing- masing 
kekuasaan itu terpisah.  Pada pokoknya 
ajaran Trias Politica isinya tiap 
pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) 
jenis kekuasaan yaitu Legislatif, 
Eksekutif dan Yudikatif, sebagai 
berikut: 
a. Kekuasaan Legislatif (Legislative 
Power)  
Kekuasaan Legislatif (Legislative 
Power) adalah kekuasaan membuat 
undang-undang. Kekuasaan untuk 
membuat undang-undang harus 
terletah dalam suatu badan khusus 
untuk itu. Jika penyusunan undang-
undang tidak diletakkan pada suatu 
badan tertentu , maka akan mungkin 
tiap golongan atau tiap orang 
mengadakan undang-undang untuk 
kepentingannya sendiri.  
Suatu negara yang menamakan 
diri sebagai negara demokrasi yang 
peraturan perundangan harus 
berdasarkan kedaulatan rakyat, maka 
badan perwakilan rakyat yang harus 
dianggap sebagai badan yang 
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk 
menyusun undang-undang dan 
dinamakan “Legislatif”.  
Legislatif adalah yang terpenting 
sekali dalam susunan kenegaraan 
karena undang-undang adalah ibarat 
tiang yang menegakkan hidup 
perumahan Negara dan sebagai alat 
yang menjadi pedoman hidup bagi 
bermasyarakat dan bernegara.  
Sebagai badan pembentuk 
undang- undang, maka Legislatif itu 
hanyalah berhak untuk mengadakan 
undang- undang saja, tidak boleh 
melaksanakannya. Untuk menjalankan 
undang-undang itu haruslah 
diserahkan kepada suatu badan lain. 
Kekuasaan untuk melaksanakan 
undang-undang adalah “Eksekutif”. 
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b. Kekuasaan Eksekutif (Executive 
Power)  
Kekuasaan “Eksekutif” adalah 
kekuasaan untuk melaksanakan 
undang- undang. Kekuasaan 
melaksanakan undang-undang 
dipegang oleh Kepala Negara. Kepala 
Negara tentu tidak dapat dengan 
sendirinya menjalankan segala 
undang-undang ini. Oleh karena itu, 
kekuasaan dari kepala Negara 
dilimpahkan (didelegasikan) kepada 
pejabat-pejabat pemerintah/Negara 
yang bersama-sama merupakan suatu 
badan pelaksana undang-undang 
(Badan Eksekutif). Badan inilah yang 
berkewajiban menjalankan kekuasaan 
Eksekutif.  
c. Kekuasaan Yudikatif atau 
Kekuasaan Kehakiman 
(Yudicative Powers)  
Kekuasaan Yudikatif atau 
Kekuasaan Kehakiman (Yudicative 
Powers) adalah kekuasaan yang 
berkewajiban mempertahankan 
undang-undang dan berhak 
memberikan peradilan kepada 
rakyatnya. Badan Yudikatif adalah 
yang berkuasa memutus perkara, 
menjatuhkan hukuman terhadap setiap 
pelanggaran undang-undang yang 
telah diadakan dan dijalankan. 
Walaupun pada hakim itu biasanya 
diangkat oleh Kepala Negara 
(Eksekutif) tetapi mereka mempunyai 
kedudukan yang istimewa dan 
mempunyai hak tersendiri, karena 
hakim tidak diperintah oleh Kepala 
Negara yang mengangkatnya, bahkan 
hakim adalah badan yang berhak 
menghukum Kepala Negara, jika 
Kepala Negara melanggarnya.  
Lembaga negara atau lembaga 
pemerintah dalam sistem pemerintahan 
republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
Sesudah Amandemen ada 7 (tujuh) 
yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, 
BPK, MA dan MK. Nyatanya, di 
Indonesia pembagian kekuasaan tidak 
murni terbagi kedalam tiga kekuasaan. 
Ada pemabagian kekuasaan keempat 
yang disebut kekuasaan eksaminatif, 
yaitu kekuasaan terhadap pemeriksaan 
keuangan negara. Kekuasaan 
eksaminatif di Indonesia berdasarkan 
Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 sesudah amandemen adalah 
BPK. Disamping pembagian 
kekuasaan yang kurang sesuai dengan 
trias politica, kelemahan dari sistem 
presidensial belum juga terselesaikan 
dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini 
terlihat dari peran presiden yang 
semakin melemah, sementara DPR 
semakin berperan dalam 
pemerintahan. Salah satu kasus yang 
paling mencolok baru-baru ini adalah 
pengesahan UU MD3 oleh DPR yang 
tidak ditandatangani presiden. 
Pemerintah Indonesia memang 
memiliki peraturan mengenai 
pengesahan undang-undang yang 
tertuang dalam UU Nomor 12/2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundnag-Undangan. UU Nomor 
12/2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan ini 
mengatur presiden harus 
menandatangani UU dalam waktu 30 
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan       ISSN 2442-5958 
      E-ISSN 2540-8674 
Vol.4, No.2, Oktober 2018 
Doi: 10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx 
251 
 
hari setelah disahkan DPR. Undang-
Undang tetap akan berlaku apabila 
Presiden tidak menandatangani dalam 
kurun waktu tersebut. Peraturan ini 
tentu mencacatkan sistem presidensial 
yang seharusnya. 
KESIMPULAN 
Setelah pembahasan di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaansistem presidensial di 
Indonesia masih memiliki banyak 
kekurangan. Pembagian kekuasaan 
nampaknya tidak berlaku seimbang, 
dan terkesan dimanfaatkan segelintir 
pihak. Sistem presidensial sebenarnya 
sangat relevan dipraktikan di Indonesia 
bila melihat karakteristik bangsa dan 
negara, sayangnya pada praktiknya 
masih jauh dari kata cukup. 
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